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KPK dalami Dugaan Kongkalikong
Eks Komisaris PT Dirgantara Indonesia

JAKARTA (IM) - Penyi-
dik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mendalami
dugaan adanya kongkalikong
para mantan Komisaris PT
Dirgantara Indonesia (PT
DI). Dugaan kongkalikong
itu berkaitan dengan kegiatan
penjualan dan pemasaran
di PT DI sejak tahun 2007
hingga 2017.

Plt Juru Bicara KPK,
Ali Fikri mengatakan, ada
tiga mantan Komisaris PT
DI yang digali keterangan-
nya ihwal persetujuan pelak-
sanaan kerjasama dengan
mitra penjualan yang kini
berujung rasuah. Ketiganya
yakni, Komisaris Independen
PT DI tahun 2013-2015,
Bambang Wahyudi.

Kemudian, Komisaris
Utama PT DI tahun 2015-
2017, Agus Supriatna, serta
Komisaris Utama PT DI
tahun 2018, Yuyu Sutisna.
Mereka digali keterangannya
sebagai saksi pada Rabu, 16
Desember 2020, kemarin, un-
tuk tersangka Budiman Saleh.

“Para saksi tersebut
dikonfirmasi mengenai
proses persetujuan komisaris
dalam pelaksanaan kerjasama
dengan mitra penjualan,” kata
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
melalui pesan singkatnya,
Kamis (17/12).

Penyidik KPK sebelum-
nya sudah memeriksa man-
tan Komisaris Utama PT
DI tahun 2013-2015, Ida
Bagus Putu Dunia, mantan
Komisaris PT DI 2013-2014,
Slamet Senoadji, dan Kadiv
Perbendaharaan PT DI, Dedy
Iriandy, Selasa (15/12).

Dua mantan komisaris
dan seorang pejabat PT DI
tersebut juga dicecar oleh
penyidik KPK ihwal proses

kerjasama antara PT DI den-
gan mitra penjualan, serta
dugaan aliran uang ke sejum-
lah pihak.

Terkait kasus ini, eks
Dirut PT PAL Budiman
Saleh telah ditetapkan seb-
agai tersangka kasus dugaan
korupsi terkait penjualan dan
pemasaran di PT Dirgantara
Indonesia. Budiman Saleh
diduga terlibat korupsi ke-
tika menjabat di PT irgan-
tara Indonesia sebagai Di-
rektur Aerostructure (2007-
2010),Direktur Aircraft In-
tegration (2010-2012), dan
Direktur Niaga dan Restruk-
turisasi (2012-2017).

Budiman Saleh diduga
menerima kuasa dari ter-
sangka mantan Dirut PT
Dirgantara Indonesia Budi
Santoso, untuk menandatan-
gani perjanjian kemitraan
dengan mitra penjualan.

Selain itu, Budiman Saleh
juga disebut turut memer-
intahkan Kadiv Penjualan
agar memproses lebih lanjut
tagihan dari mitra penjua-
lan. Padahal, Budiman Saleh
mengetahui bahwa mitra
penjualan tidak melakukan
pekerjaan pemasaran.

Atas dugaan perbua-
tan melawan hukum terse-
but, KPK menduga ter-
dapat kerugian keuangan
negara pada PT Dirgan-
tara Indonesia (Persero) se-
nilai Rp202.196.497.761 dan
8.650.945 dolar AS. Total
kerugian negara diperkirakan
mencapai Rp315 miliar.

Hasil penyidikan KPK,
tersangka Budiman Saleh
diduga menerima aliran dana
hasil pencairan pembayaran
pekerjaan mitra penjua-
lan fiktif tersebut sebesar
Rp686.185.000. @ han

Telusuri Suap Mensos Juliari P Batubara
KPK Koordinasi PPATK dan Perbankan

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi
(KPK) melakukan koordinasi
dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) untuk menguak
aliran uang suap pengadaan
barang dan jasa bantuan sosial
(bansos) Covid-19.

“Semua informasi tentu
akan kami pelajari dan dalami.
Kami juga berkoordinasi den-
gan para pihak terkait dengan
transaksi para pihak. Kita
menunggu informasi dan bukti
petunjuk lainnya,” ujar Ket-
ua KPK Firli Bahuri kepada
wartawan, Kamis (17/12).

Di kesempatan berbeda,
Plt Juru bicara KPK Ali Fikri
mengatakan bahwa pihaknya
juga akan meminta bantuan
dari pihak perbankan untuk
mendalami aliran uang suap
bansos Covid-19 itu.

“Kami memastikan pen-
anganan perkara oleh KPK ini
akan kerjasama dengan pihak
perbankan maupun PPATK
dalam hal penelusuran aliran
maupun transaksi keuangan,”
ungkapnya.

Namun, Ali belum mau
memberitahu bukti-bukti apa
saja yang telah diserahkan oleh
PPATK terhadap lembaga
antikorupsi itu.

“Mengenai data dan infor-
masi yang diberikan PPATK
tentu tidak bisa kami sam-
paikan karena itu bagian dari
strategi penyidikan penyelesa-
ian perkara ini,” ungkap Ali.

Diketahui, KPK telah
menetapkan Menteri Sosial
(Mensos), Juliari P Batuba-
ra (JPB) sebagai tersangka
penerima suap. Juliari Batubara
diduga menerima suap terkait

pengadaan barang dan jasa
berupa bansos dalam penan-
ganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara,
KPK menetapkan empat ter-
sangka lainnya. Empat ter-
sangka itu yakni Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK) di Ke-
menterian Sosial (Kemensos),
Matheus Joko Santoso (M]S)
dan Adi Wahyono (AW) seb-
agai Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) dalam pelaksanaan
proyek bansos Covid-19 di
Kemensos . Kemudian, dua
pihak swasta yakni, Ardian IM
serta Harry Sidabuke.

Juliari Batubara, Matheus
Joko Santoso, dan Adi diduga
menerima suap dari Ardian
IM dan Harry Sidabuke. Uang
suap itu disinyalir terkait Pen-
gadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Bansos untuk penanganan Co-
vid-19. Atas perbuatannya, ter-
sangka Matheus Joko Santoso,
dan Adi disangkakan melang-
gar Pasal 12 huruf a atau Pasal
12 huruf b atau Pasal 11 dan
Pasal 12 (i) Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP.

Sementara, tersangka Ju-
liari Batubara disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf a
atau Pasal 12 huruf b atau
Pasal 11 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP.

Sedangkan para tersangka
pemberi disangka melanggar
Pasal 5 Ayat (1) huruf atau
Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau
Pasal 13 Undang-Undang
Pemberantasan TIndak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP. @ han
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KRI BIMA SUCI MENUJU KUPANG
Tarunai AAL tingkat Il angkatan ke-67 melak-
sanakan peran parade roll di atas KRI Bima Suci-
945 saat bertolak dari Dermaga Pangkalan AL,
Tual, Maluku, Kamis (17/12). Satgas operasi Bima
Suci 2020 akan melanjutkan pelayaran etape
kesepuluh menuju Kupang dalam mendukung
latihan praktek Kartika Jala Krida (KJK) 2020.

L eencumuman |

Memenuhi ketentuan pasal 91 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Keputusan
Para Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diambil Diluar Rapat (Circular Resolution of the Shareholders)
(selanjutnya disebut “Keputusan”) Perseroan Terbatas PT. DUTA KABAS PERSADA, berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Timur, tanggal 27 Nopember 2020, telah disetujui perubahan pemegang saham perseroan
yaitu sebagai berikut :
- Pemegang Saham :

Semula :

1. ROY JORETTA BARUS, sebanyak 600 (enamratus) Saham.

2. NATHASIA SELVIANA GINTING, sebanyak 400 (empatratus) Saham.

Berubah Menjadi :
1. DEOLIPA YUMARA, SH, S.Psi, sebanyak 510 (limaratus sepuluh) Saham
2. ROY JORETTA BARUS, sebanyak 490 (empatratus sembilanpuluh) Saham

Bagi pihak yang merasa keberatan harap menghubungi Direktur Perdata Dirjen AHU Dephum & HAM RI,
JI. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan.
Jakarta, 18 Desember 2020
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as1.777.M 2
Desa Air Merbau,
n Belitung

PENYELAMATAN ASET MILIK NEGARA

PENYERAHAN SERTIFIKAT ASET LAHAN MILIK BUI
PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero) CABANG TANJUNGPAND)

PENYELAMATAN

ASET MILIK NEGARA

Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN
Kabupaten Belitung Agustinus W Sa-
hetapi (kiri), Kepala Kejaksaan Negeri
Belitung Ali Nurudin (tengah), dan
GM PT Pelindo Il (persero) Cabang
Tanjung Pandan Hambar Wiyadi
(kanan) saling mengepalkan tangan
seusai menandatangani Penyela-
matan Aset Milik Negara, di Desa Air
Merbau, Kabupaten Belitung, Rabu
(16/12). Aset itu berupa sertifikat
lahan milik PT Pelabuhan Indonesia
Il (Persero) Cabang Tanjungpandan
senilai Rp.1 miliar.

Ketika Mahfud MD dan Ridwan Kamil
Saling Balas Cuitan soal Habib Rizieq

Menko Polhukam Mahfud MD saling
balas cuitan dengan Gubernur Jabar
Ridwan Kamil soal kerumunan Habib
Rizieq, bukti rendahnya komunikasi an-
tara pemerintah pusat dan daerah.

JAKARTA (IM) — Peng-
amat Komunikasi dari Univer-
sitas Indonesia (UI) Irwansyah
mengatakan, saling balas cui-
tan antara Menteri Koordina-
tor Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Pol-
hukam) Mahfud MD dengan
Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil terkait kasus kerumu-
nan Rizieq Shihab menunjukan
rendahnya komunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah.

“Sebaiknya diselesaikan
secara internal sebagai bentuk
komunikasi antara sesama

pemangku kepentingan,” kata
Irwansyah, Kamis (17/12).

Padahal, pelaksanaan tu-
gas pemerintah pusat dan
daerah sudah dijelaskan pada
Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2018 berisi tentang
Pelaksanaan Tugas dan We-
wenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat.

Sehingga, kata dia, cuitan
antara keduanya masih menun-
jukkan rendahnya pemahaman
tata kelola komunikasi dan
birokrasi di lembaga pemerin-
tahan pusat.

“Selain tidak adanya ko-
munikasi yang baik, cuitan ini
masih mempetrlihatkan (kedua
tokoh tersebut) masih belum
bisa membedakan mana yang
perlu disampaikan di ruang
publik dan yang perlu didis-
kusikan di antara pemangku
kebijakan (pemerintah pusat),”
ujar Irwansyah.

Ridwan Kamil dan Mahfud
terlibat saling lempar pendapat
pada Rabu (16/12).Keduanya
mempunyai pandangan yang
berbeda terkait kepulangan
Rizieq ke Tanah Air yang
kemudian memicu terjadinya
pelanggaran protokol kes-
chatan.

Dalam pandangan Emil,
kekisruhan ini bermula dari
pernyataan Mahfud terkait
kepulangan Rizieq dari Arab
Saudi. Bahkan ia meminta
Mahfud harus bertanggung

Jaga Imun Tubuh, Pasien Covid-19 Berjemur
Tiap Pagi di Atap RS Sultan Imanudin

KOTAWARINGIN
BARAT (IM) - Sejumlah pasien
Covid-19 yang masih menjalani
isolasi di RS Sultan Imanuddin,
Pangkalan Bun, Kabupaten
Kotawaringin Barat (Kobar),
Kalteng, setiap pagi berjemur di
atap rumah sakit. Berjemur di
pagi hari untuk mendapatkaan
vitamin D dan bisa memperkuat
daya tahan tubuh.

“Itu di atap lantai 5 paling
atas, mercka yang kondisinya
mulai membaik kita anjurkan
untuk berjemur secara bergan-
tian mulai pukul 08.00 WIB
-11.00 WIB,” ujar Direktur RS
Sultan Imanuddin Pangkalan

Bun kepada wartawan, Kamis
(17/12).

Hingga Kamis kemarin ma-
sih ada 122 pasien COVID-19
yang menjalani perawatan di
RS Sultan Imanuddin. Untuk
pasien yang lain dirawat di se-
jumlah klinik dan isolasi mandiri
di rumah. “Kalau di RS SI ada
122 pasien yang dirawat sisanya
tersebar di sejumlah RS lain dan
kliniki rujukan COVID-19.”

Data per Rabu sore
(16/12/2020) sebanyak 1.718
warga Kobar terkonfirmasi
positif Copid-19, 848 orang
masih dirawat, 839 sembuh
dan 31meninggal. Sementara,

seorang pasien positif CO-
VID-19 yang diisolasi di RS
Sultan Imanuddin, Anas saat
dihubungi MNC Media men-
gatakan, dirinya saat ini hanya
bisa berfikit positif unui mela-
wan kkhawatiran.

“Siap tidak siap semua su-
dah sampai gilirannya. Setelah
segala upaya pencegahan sesuai
protokol kesehatan yg dijalani,
tapi sadar resiko pekerjaan yg
tiap hari harus berinteraksi
dengan banyak orang mmbawa
konsekuensi bahwa saat ini saya
terpapar dan terkonfirmasi
covid 19, hasil dua kali tes pct,”
ujar Anas via pesan WA. @ mar

16 Desember 2020, dengan nomor 55.
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PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT”)

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

. Ruang Meeting Lantai 1 PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5 Bekasi

Hari/tanggal : Rabu, 16 Desember 2020.
Tempat
Barat 17133.
Pukul : 10.15-10.25 WIB.
Mata Acara

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal

Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

: Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

: Tuan HIROTAKA IKEDA;

: Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

: Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.112.520 saham atau 79,42 %
dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata
acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROTAKA IKEDA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-
jasanya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;

b.  Mengangkat Tuan YO KUBOTA sebagai Direktur Perseroan;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2025, adalah sebagai berikut :

: Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
: Tuan TATSUMICHI SATO;
Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum;

: Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

: Tuan MITSURU HIRAMUKI;

: Tuan YO KUBOTA;

: Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI;

: Nyonya VERA SUTIDJAN;

c.  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Jakarta, 18 Desember 2020
Direksi Perseroan

jawab.

“Jadi beliau juga harus
bertanggung jawab, tak hanya
kami-kami kepala daerah yang
dimintai klarifikasi ya. Jadi
semua punya peran yang petlu
diklarifikasi,” ucap Emil usai
diperiksa di Mapolda Jawa
Barat, Rabu kemarin. Per-
nyataan itu mengundang reaksi
Mahfud. Melalui akun Twitter-
nya, @mohmahfudmd, ia
menyatakan siap bertanggung
jawab.

Mahfud menilai bahwa
pengumumannya kala itu su-
dah beserta permintaan syarat,
yakni menjaga ketertiban dan
protokol kesehatan ketika Ri-
zieq Pulang ke Indonesia.

“Siap, Kang RK ( Ridwan
Kamil), saya bertanggung
jawab. Saya yang umumkan
HRS (Rizieq Shihab) diizinkan
pulang ke Indonesia,” terang
Mahfud dalam cuitannya, Rabu
(16/12).

“Saya juga yang mengu-

mumkan HRS boleh dijemput
asal tertib dan tak melanggar
protokol kesehatan. Saya juga
yang minta HRS diantar sam-
pai ke Petamburan,” sambung
Mahfud dalam cuitannya.

Cuitan ini kemudian men-
gundang perhatian Emil. Emil
mempertanyakan tanggung
jawab pemerintah pusat dalam
kasus ini. Menurutnya, pemer-
intah daerah dan pusat semes-
tinya mempunyai tanggung
jawab bersama terkait kasus
Rizieq.

“Siap Pak Mahfud. Pusat-
daerah harus sama-sama me-
mikul tanggung jawab. Men-
gapa kerumunan di bandara
yang sangat masif & merugi-
kan kesehatan/ekonomi, tidak
ada pemeriksaan seperti halnya
kami berkali-kali. Mengapa
kepala daerah terus yang harus
dimintai bertanggungjawab.
Mohon maaf jika tidak berke-
nan,” tulis Emil melalui akun
Twitter-nya. @ han

ASN Terpapar Radikalisme,
Kemenag: Harus Diberhentikan

JAKARTA (IM) - Direktur
Urusan Agama Islam dan Pem-
binaan Syariah Ditjen Bimas
Islam Kementerian Agama,
Moh. Agus Salim menegaskan,
jika ada Aparatur Sipil Negara
(ASN) khususnya dari ling-
kungan Kementerian Agama
(Kemenag), yang terdeteksi
terpapar paham radikalisme
harus diberhentikan.

Pasalnya, beberapa waktu
lalu Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan-RB),
Tjahjo Kumolo mengung-
kapkan, setiap bulan harus
menandatangani sanksi tegas
kepada puluhan oknum ASN
yang terdeteksi terpapar pa-
ham radikalisme. “Dan tidak
ada lagi pilihan mungkin harus
diberhentikan jadi ASN,” kata
Agus di sela Dialog Isu-isu Ke-
bimasislaman dengan Praktisi
Media Tahap 11, di Aston Hotel,
Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Agus, ada be-
berapa tahapan yang harus
dilalui sebelum sah menjadi
ASN. Diantaranya adalah den-
gan pembekalan-pembekalan
dan diklat.

“Saya kira jelas ya di ASN
itu kan terutama sekarang juga
kan ada beberapa tahapan ya,
ketika mereka jadi ASN juga
ada pembinaan-pembinaan,
kalau dulu kan ada prajabatan

kan. Nah kalau sekarang ada
diklat-diklat P4 dan segala
macamnya. Jadi upaya-upaya
itu sudah banyak,” ungkapnya.

Bahkan, kata Agus, di Ke-
menterian Agama telah dikem-
bangkan tentang moderasi
beragama mencegah para ASN
terpapar ideologi radikalisme.
“Di Kementerian Agama juga
sedang didengungkan dan terus
dikembangkan tentang mod-
erasi beragama (untuk) meng-
hindari intoleran,” tegasnya.

Agus pun berharap ASN
yang masuk di Kemenag harus
mengikuti aturan dengan tidak
mengikuti paham radikalisme.
“Ya kita juga berharap kalau dia
mau jadi keluarga Kementerian
Agama ya harus ikuti aturan.”

Bahkan, kata Agus, para
ASN juga harus menanamkan
empat pilar kebangsaan. “Ya
mereka harus tadi itu empat
pilar juga harus dikuasai gitu
ya. Harus NKRI, harus pan-
casila, juga tidak mengembang-
kan paham-paham yang tidak
dibenarkan.”

“Kalau sudah men-
jadi pegawai kami tuh sudah
mendarmakan agar tunduk
kepada aturan negara. Jangan
lagi mengikuti kegiatan-kegiatan
di luar itu, radikalisme-radika-
lisme, provokasi, paham-paham
radikalisme dan segala macam,”
tadasnya. @ han

UU Pilkada Belum Didesain
Adaptif pada Kondisi Pandemi

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Dewan Pembina Perkum-
pulan Pemilu dan Demokrasi
( Perludem) Titi Anggraini
mengatakan, berdasarkan hasil
evaluasi sementara tehadap
pelaksanaan Pilkada Serentak
2020, Undang-Undang (UU)
Pilkada yang saat ini yaitu UU
Pilkada Nomor 6 Tahun 2020
belum adaptif pada kondisi
pandemi.

“Sehingga Pilkada itu berja-
lan dengan kerangka hukum un-
tuk situasi normal. Penyesuaian
tata kelola pemilihan akhirnya
hanya mengandalkan sepenuh-
nya pada peraturan yang dibuat
penyelenggara Pemilu dan per-
aturan teknis lainnya,” kata
Titi dalam Webinar Nasional
Asosiasi Ilmu Politik Indone-
sia (AIPI) bertajuk “Evaluasi
Pilkada dan Catatan Perbaikan”
Kamis (17/12).

Ta juga menemukan banyak
ekspektasi publik yang tidak
mampu diwadahi penyeleng-
gara. Misalnya, soal ketegasan
sanksi atas pelanggaran pro-

tokol kesehatan Covid-19 yang
dinilai masih menggunakan UU
di luar UU Pilkada.

“Makanya kemudian ini
di-spin gitu ya. Ketika ada
kerumunan lalu ditindak tegas
menggunakan UU umum, akh-
irnya kemudian di-spin isunya
dengan kenapa Pilkada tidak
ditindak,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menemu-
kan persoalan metode pemun-
gutan suara khusus di masa
pandemi. Titi berpendapat, In-
donesia bahkan belum memiliki
metode pemungutan suara yang
sesuai di masa pandemi.

“Padahal, kalau kita belajar
di negara-negara maju, mer-
eka setidaknya punya metode
khusus apakah memilih lewat
pos atau kemudian early vot-
ing, memilih lebih awal. Lalu
penggunaan teknologi untuk
penghitungan suara atau reka-
pitulasi suara,” contohnya.
Sehingga, kata dia, Pilkada ke
depan harus didesain lebih
adaptif untuk mengantisipasi
situasi pandemi. ® han



